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Abstract

The Council of Indonesian Ulama (MUI) stipulates legal provisions that any violation
of Intellectual Property Rights if without legal permission is forbidden in fatwa MUI
No.1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 concerning protection of Intellectual Property Rights. For
this reason, researchers intend to examine it with the aim of: to find out the provisions of the
Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning Intellectual Property Rights
protections and to find out Fatwa MUI No.1/MUNAS VI1/MUI/5/2005 concerning protection
of Intellectual Property Rights (copyright) in the perspective of the maslahah mursalah. In the
legal provisions of the Fatwa MUI No. 1/MUNAS VI1/MUI/5/2005 concerning protection of
Intellectual Property Rights is still general and more protective of rights holders only, but
otherwise does not or does not consider the public interest. This type of research uses library
sources, using normativ legal research methods. Then in analyzing the data the authors use
content analysis techniques or content studies. From the discussion of this thesis it can be
concluded that, the legal provisions in the fatwa MUI No. 1I/MUNAS VII/MUI/5/2005
concerning Intellectual Property Rights viewed from the perspective of the maslahah
mursalah, the legal provisions are more protective of the right owner. When viewed in terms
of rights users, the benefits are still vague, because there are legal provisions that have illegal
status against any violations of Intellectual Property Rights if without permission, even
thought the rights user does not aim tobe commercialized.

Keywords: fatwa MUI about HKI, HKI Law provisions, Maslahah Mursalah.

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap bentuk
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual jika tanpa izin hukumnya haram dalam fatwa MUI No.
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk itu
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peneliti berkeinginan menelitinya dengan tujuan: Untuk mengetahui ketentuan Fatwa MUI
NO. 1I/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI, dan untuk mengetahui Fatwa
MUI NO. 1I/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI (Hak Cipta) dalam
perspektif maslahah mursalah. Dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS
VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih bersifat umum dan
lebih protektif terhadap pemegang hak saja, akan tetapi sebaliknya tidak atau kurang
mempertimbangkan kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian library
research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-
sumber kepustakaan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kemudian
dalam analisis data penulis menggunakan teknik content analysis atau kajian isi.

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, ketentuan hukum dalam fatwa
MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang HKI dilihat dalam perspektif maslahah
mursalah, ketentuan hukumnya lebih protektif terhadap pemilik hak. Jika dilihat dari segi
pengguna hak, kemaslahatannya masih samar-samar, dikarenakan terdapat ketentuan hukum
yang mempunyai status hukum yang haram terhadap setiap pelanggaran terhadap HKI jika
tanpa izin, walaupun si pengguna hak tidak bertujuan untuk dikomersilkan.

Kata kunci: Fatwa MUI tentang HKI, Ketentuan Hukum HKI, Maslahah Mursalah.

PENDAHULUAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagai pedoman hukum masyarakat Islam di
Indonesia, menjelaskan yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang
timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna
untuk manusia dan diakui olen Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan
hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya
intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut
Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai
pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain
yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut
dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang
terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara
luas.*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual, mempersamakan
Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat
perlindungan hukum (ma 'sun) sebagaimana mal (kekayaan). Sampai disini sudah cukup jelas
bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dipersamakan dengan harta. Namun ada pengecualian

dalam fatwa ini, yakni Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam

! Fatwa MUI No. 1/MUNAS V11/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
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adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.?

Dalam ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat,
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,
mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Inteletual
milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.® Dapat
dikatakan jika kita memperbanyak atau mengcopy buku yang semata-mata hanya untuk
referensi dalam kepentingan pendidikan dan tidak dikomersilkan, namun tanpa izin dari si
pemilik buku, kita sudah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual.

Sedangkan, didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
terdapat pengecualian bahwa apabila penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, tidak
dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.* Disini dapat dikatakan bahwa memperbanyak atau
mengcopy buku untuk kepentingan pendidikan sebagai contoh untuk referensi dalam
perkuliahan diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual, walaupun tanpa izin dari pemilik hak, selagi tidak merugikan kepentingan yang
wajar dari pencipta.

Jika dilihat dari kedua ketentuan Hukum tersebut terdapat perbedaan yakni dalam
Fatwa MUI tersebut menganggap semua bentuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
adalah haram jika tanpa izin, sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, terdapat
pengecualian bahwasanya orang lain boleh menggunakan karya seseorang untuk
dimanfaatkan dan tujuannya bukan untuk dikomersilkan. Oleh karena itu artinya pelanggaran
terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya dilihat dari perspektif pemegang hak tetapi
juga dilihat dari perspektif pengguna hak.

ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih bersifat umum dan lebih protektif terhadap
pemegang hak saja, akan tetapi sebaliknya tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan

umum.

2 1bid.
* Ibid.
* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
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Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum islam itu hanya bersumber
dari al-Qur'an dan al-Hadis.> Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbul lah
berbagai macam dalil-dalil yang dirumuskan melalui ijtihad dengan penalaran ra'yu. Adapun
dalil-dalil tersebut yaitu: ijma’, giyas, al-istihsan, al-maslahah mursalah, al-urf, al-istishab,
madzahib shahabi, dan asy-syar'u man goblana.®

Salah satu dari sumber hukum Islam yang akan dibahas secara lebih detail, yaitu
maslahah mursalah. Secara umum maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak
disebutkan oleh nash penolakannya atau pengakuannya.” Dengan demikian maslahah
mursalah ini merupakan maslahah yang sejalan dengan tujuan Syara’ yang dapat dijadikan
dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari

kemudaratan.®

PEMBAHASAN
Analisis Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual (HAK CIPTA) Dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Melihat dari ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan tentang beberapa ketentuan Hukum Hak
Kekayaan Intelektual yang pertama, dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual
dipandang sebagai salah satu hugug maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan
hukum (ma’sun) sebagaimana mal (kekayaan).® Dengan ini menjelaskan bahwasannya Hak
Kekayaan Intelektual ini dipersamakan dengan mal (kekayaan), yang mana didalam hukum
Islam, mal (kekayaan) mendapatkan perlindungan hukum (ma’sun). Selain itu juga Hak
Kekayaan Intelektual dipersamakan dengan mal (kekayaan), maka juga dapat menjadi al-milk
(hak milik). Hak milik adalah kepenguasaan seseorang terhadap sesutu harta (barang atau
jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan
oleh syara .
Yang kedua adalah Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan Hukum

Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak

®> Romli, Studi Perbandingan Usiil Figh, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 58.

® Ibid., him. 61.

" Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Figh dan Usiil Figh, cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), him.
39

8 Romli, Studi Perbandingan Usul Figh..., him, 227.

® Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
him. 470.

10 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XV111 Nomor 2, Juli 2012,
him. 125.
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bertentangan dengan Hukum Islam.** yang dimaksud disini Hak Kekayaan Intelektual yang
dapat dilindungi oleh hukum Islam, yaitu yang sesuai dengan syariat Islam. selama Hak
Kekayaan Intelektual tersebut masih sejalan dengan syariat Islam maka Hak Kekayaan
Intelektual tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Yang ketiga adalah Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan obyek akad (al-ma qud
‘alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non
komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.’? Yang dimaksudkan disini, Hak
Kekayaan Intelektual bisa dijadikan suatu objek dalam bermuamalah maupun dijadikan objek
non mualamah, serta objek Hak Kekayaan Intelektual dapat diwariskan kepada ahli waris
maupun diwagafkan kepada seseorang.

Dan yang ke empat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan
Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat,
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,
mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual
milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.*® Yang
dimaksud disini, semua bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah
disebutkan diatas hukumnya haram jika tanpa izin dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam hal fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual jika dilihat dari
maslahah mursalah ini sesuai dengan pengertian beberapa ulama. Ulama tersebut
diantaranya: Abdul Wahbah Khalaf, Abu Zahrah, Yusuf Musa, Abdullah bin Abdul Husein.
Beberapa ulama tersebut menjelaskan tentang maslahah mursalah yang intinya kemaslahatan
yang sejalan dengan tujuan syar'i (dalam menentukan hukum) dan tidak mempunyai dalil
khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.**

Jika ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
dikategorikan dalam pembahasan masiahah mursalah maka disini kita harus memandang dari
dua sudut yang berbeda, yaitu dari segi kemaslahatan dan segi kemudharatan pada beberapa
hal yaitu:

Kemaslahatan ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual. Ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan suatu kemaslahatan untuk para

! Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MU1/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
him. 471.

2 1bid.

" Ibid.

Y Saifudin Zuhri, Usil Figh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2011), him. 81-83.
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pemilik hak dan pengguna hak, diantaranya : Pemilik hak akan merasa ciptaannya terlindungi,
dikarenakan dalam hukum Islam itu sendiri Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai
salah satu huquqg maliyyah (hak kekayaan), hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan
perlindungan hukum Islam adalah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi
pengguna hak akan terhindar dari ciptaan yang bertentangan dengan hukum Islam, pemilik
hak dapat menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai obyek akad, baik akad komersil
maupun non komersil, serta dapat diwagafkan dan diwariskan, pemilik hak memperoleh
perlindungan penuh. Dikarenakan seseorang yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual
milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Kemudharatan ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual. Jika dilihat dari ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005
tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi setiap bentuk pelanggaran
terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan,
mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan,
menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,
membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman
dan hukumnya haram.” Hal ini menjadikan suatu kelemahan atau kemudharatan dalam
ketentuan hukum, dikarenakan pengguna hak terbatas dalam penggunaan ciptaan, karena
terdapat status hukumnya haram jika tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik hak. Selain itu
juga mengingat bahwa sifat pelanggaran yang dilakukan pengguna hak terkadang tidak
bertujuan untuk dikomersilkan.

Ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
dikategorikan dalam pembahasan maslahah mursalah -

Pembagian Maslahah

Dilihat dari segi pembagian maslahah ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu,
dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

Maslahah Dari Segi Tingkatannya, jika dilihat dari segi tingkatannya perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam maslahah darariyyat yang dalam tingkatan ini
kemaslahatan menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan
agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka akan mengakibatkan

rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.®

15 Fatwa MUI No. 1/MUNAS V11/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
him. 471.
18 Romli, Studi Perbandingan Usil Figh..., him. 227.
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Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam ketentuan hukumnya disebutkan bahwa
setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas
pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,
mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,
mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual
milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.*’
Ketentuan hukum yang mengandung hukum haram disini berkaitan dengan agama yang
mengacu kepada pertanggungjawaban di akhirat.

Maslahah Dilihat Dari Segi Eksistensinya, jika dilihat dari segi eksistensinya
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam maslahah mursalah ini merupakan
maslahah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam
mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui
bahwa dalam kenyataannya jenis maslahah mursalah ini terus tumbuh dan berkembang
seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan
tempat.® Menurut Jalaluddin Abdur Rahman, maslahah mursalah dibedakan menjadi dua,
yaitu; maslahah yang berkaitan dengan magasid al-syari‘ah dan Maslahah yang sifatnya
samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk
merealisirnya dalam kehidupan.*®

Jika dilihat dari maslahah mursalah yang dibedakan menjadi dua oleh Jalaluddin
Abdur Rahman. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual disini termasuk kedalam maslahah
yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat.
Dengan Kata lain, kategori maslahah jenis ini berkaitan dengan magqasid al-syari'ah yaitu agar
terwujudnya tujuan syariat yang bersifat dariri (pokok).

Persyaratan Maslahah Mursalah

Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang
menolaknya. Didalam ketentuan hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak diatur
dalam nash secara tegas baik menolaknya maupun yang mengakuinya. Ini ditunjukkan bahwa
tidak terdapat suatu ketentuan hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di al-Qur’'on
maupun al-Hadis yang menyebutkan tentang status hukum Hak Kekayaan Intelektual itu
sendiri. Didalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual hanya menyamakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta kekayaan.

7 Fatwa MUI No. 1/MUNAS VI1/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
him. 470-471.

18 Romli, Studi Perbandingan Usil Figh..., him. 227.

9 Ibid., him. 228.
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Maslahah mursalah itu hendaknya maslahah yang dapat dipastikan bukan hal yang
samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Jika dilihat dari ketentuan fatwa MUI No.
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat
dipastikan kemaslahatannya, namun ini dilihat dari segi pemilik hak. Jika dilihat dari segi
pengguna hak, kemaslahatannya masih samar-samar, dikarenakan terdapat ketentuan hukum
yang mempunyai status hukum yang haram terhadap setiap pelanggaran terhadap Hak
Kekayaan Intelektual jika tanpa izin.

Ketentuan hukum tersebut belumlah sangat jelas jika hanya menyebutkan setiap
bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada
menggunakan, menungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,
mengedarkan, menyerahkan, mennyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,
memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan
kezaliman dan hukumnya haram.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 15,
menyebutkan bahwa penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, tidak dianggap
sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat sumbernya harus dicantumkan.?

Disini terlihat perbedaan terhadap kedua ketentuan hukum tersebut. ketentuan hukum
Undang-Undang Hak Cipta tersebut sangatlah jelas terhadap pembatasan-pembatasan
penggunaan ciptaan. Seharusnya dalam ketentuan hukum Fatwa MUI tersebut juga lebih
menjelaskan suatu penggunaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual jika tanpa izin dan tanpa
dikomersilkan, masihkah disebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan
Intelektual. Di sinilah Islam harus memainkan perannya sebagai agama yang berkeadilan dan
rahmatan lil alamin.

Maslahah mursalah hendaklah maslahah yang bersifat umum. Maslahah yang bersifat
umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.
Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan maslahah kulliyah bukan juziyah maksudnya
maslahah mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagian saja.**

Disini bisa dilihat dalam ketentuan hukum fatwa MUI No. 1/MUNAS
VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lebih protektif terhadap
pemilik hak daripada pengguna hak. Jika dilihat dari suatu Hak Kekayaan Intelektual

% Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2 Romli, Studi Perbandingan Usil Figh..., him. 230.
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memiliki 2 subyek, yaitu pemilik hak dan pengguna hak.

Melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 2, Indonesia
secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus
memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau
memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuan.*

Seperti halnya terhadap perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi
atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pusat
dokumentasi yang nonkomersil yang semata-mata untuk keperluan aktivitasnya, tidak
dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara
lengkap. Lagi-lagi pertimbangannya untuk kepentingan sosial yang wajar.*®

Jadi fatwa MUI tersebut harus mendatangkan manfaat bagi pemilik hak dan pengguna
hak dengan secara adil. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang memiliki batasan-batasan penggunaan ciptaan, guna memberikan keadilan

terhadap pengguna hak.

KESIMPULAN

Ketentuan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual yaitu, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai huqug maliyyah
(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (ma 'sun) sebagaimana mal (kekayaan),
perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual yaitu yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam, dan ketentuan fatwa MUI menyebutkan bahwa setiap
bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual hukumnya haram jika tanpa izin dari
si pemilik hak.

Maslahah Mursalah dari fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang
pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta), dilihat dari ketentuan fatwa MUI No.
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat
dipastikan kemaslahatannya, terlihat dari segi pemilik hak. Jika dilihat dari segi pengguna
hak, kemaslahatannya masih samar-samar, dikarenakan terdapat ketentuan hukum yang
mempunyai status hukum yang haram terhadap setiap pelanggaran terhadap Hak Kekayaan

Intelektual jika tanpa izin. Ketentuan hukum tersebut belumlah sangat jelas jika menganggap

22 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights), cet-7, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo, 2010), him. 62.
% Ibid., him. 85.
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memperbanyak atau memfotocopi suatu ciptaan seperti buku hukumnya haram jika tanpa izin.
Seharusnya dalam Kketentuan hukum tersebut lebih menjelaskan memperbanyak atau
memfotocopy suatu ciptaan seperti buku jika tanpa izin dan tanpa dikomersilkan. Masihkah
dianggap sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. menimbang dari Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang terdapat pembatasan-pembatasan penggunaan
ciptaan untuk memperbanyak suatu ciptaan seperti buku untuk kepentingan pendidikan, dan
tidak dikomersilkan, tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat mencantumkan
sumber pencipta. Selain itu dilihat dalam ketentuan hukum fatwa MUI No. 1/MUNAS
VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lebih protektif terhadap
pemilik hak daripada pengguna hak. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri memiliki 2 subyek,
yaitu pemilik hak dan pemegang hak. Seharusnya fatwa MUI tersebut harus mendatangkan

manfaat bagi pemilik hak dan pengguna hak dengan secara adil.
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